BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN
NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, KESEHATAN GRATIS
DAN UMUM PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional,
Kesehatan Gratis dan Umum pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu
disesuaikan dengan adanya penambahan pelayanan
Ante Natal Care, Post Natal Care dan Pelayanan Keluarga
Berencana yang menjadi pendapatan non Kkapitasi,
sehingga perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu
Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional, Kesehatan Gratis dan Umum Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); g’b
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebublik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamhahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

33 Tahun 2004 tentang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
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Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573); 6f>
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
{Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015
Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5746);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 874);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional Untuk Jasa Pelayan Kesehatan Dan Dukungan %}
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Biaya Operasinal Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara
Ppnnhhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 442);
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tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan
Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan
Keschatan Gratis {(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 292);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun
2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah
Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9
Tahun 2009 tentang Penyeienggaraan Pelayanan
Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor
1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
{Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 122); ¢
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Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

N
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Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 124j;

26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018
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dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional,
Kesehatan Gratis dan Umum pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

an : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL, KESEHATAN GRATIS DAN UMUM PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK

PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional, Kesehatan Gratis dan Umum pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama WMiiik Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6
(i) Pendapatan Daerah dari Non Kapitasi Peserta JKN yang ada pada
Kas Daerah dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan akses
pelayvanan kesehatan digunakan sebagai :

a. pelayanan persalinan, jasa sarana sebesar 50% (lima puluh
persen) dan jasa pelayanan kesehatan sebesar 50% (lima puluh
persen).

b. rawat inap dan protesa gigi, jasa sarana sebesar 60% (enam
puiuh persenj dan jasa pelayanan 40% (empat puiuh persen); dan 35
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c. pemeriksaan Ante Natai Care, Post Natai Care dan Pelayanan
Keluarga Berencana, jasa sarana sebesar 70% (Tujuh puluh
persen), jasa pelavanan 30% (tiga puluh persen).

(2) Jasa pelayanan kesehatan dan jasa sarana sebagiamana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditarik kembali oleh Dinas dan diserahkan secara
tunai kepada PPK FKTP berdasarkan aturan pengelolaan keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase jasa sarana dan jasa
peiayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf c, besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal ii
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Timur. ?b

ese

pada tanggal 27 Desember 2021
BUPATI LUWU TIMUR|

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN LUWU

IMUR,

75

(o)



